
NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
 

1. PETUGAS PERSIDANGAN 

Desk   : 4 

Provinsi  :  Sulawesi Selatan 

Pimpinan Sidang 1  : Mohammad Roudo, ST, MPP, Ph.D 

Pimpinan Sidang 2 : Hari Dwi Korianto, S.Kom, MSi 

Notulis Aplikasi : Mega Muli Utami 

Notulis Offline: Farrel Nabiel Melvinno 

Pembahas  :  

 

Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

1. Bappelitbagda Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Dinas CKTR Provinsi Sulawesi Selatan 

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi 

Sulawesi Selatan 

4. BBPJN Provinsi Sulawesi Selatan 

5. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi 

Sulawesi Selatan 

6. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan 

Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan 

7. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan 

Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan 

1. Kementerian Perhubungan 

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif 

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi 

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat 

6. Badan Pangan Nasional 

7. Kementertian Pernanian 

8. Kementerian Koperasi dan UKM 

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan 

1. Dit. Kelautan dan Perikanan 
2. Dit. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Koperasi 
3. Dit. Perumakan dan Kawasan Permukiman 
4. Dit. Industri, Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 
5. Dit. Pangan dan Pertanian 
6. Dit. Pembangunan Daerah 
7. Dit. Sumber Daya Air 
8. Dit. Transportasi 
9. ⁠Dit. Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 
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2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

1 JDU SPAM 
REGIONAL 
MAMINASATA 

32  Km  

KEMENTERIAN PEKERJAAN 

UMUM DAN PERUMAHAN 

RAKYAT 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas CKTR 
- Tanggung jawab dari provinsi 

senilai 200 miliar. tanggung 

jawab provinsi hanya pada 

intake resevoir karena 

keterbatasan anggaran. Kami 

berharap ada bantuan dari 

pusat. 

Cipta Karya 

- Tidak dapat diakomodir karena 

sudah menjadi kewenangan 

provinsi. 

- Kami juga mengalami kendala 

pendanaan. Kami berharap 

menjadi kewenangan provinsi 

terlebih dahulu 

Dit. Perkim 

- Dalam kewenangan PUPR 

dijelaskan bahwa hal 

tersebut merupakan 

kewenangan provinsi. 

- SPAM ini merupakan 

program prioritas di tahun 
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- Kami berharap dengan 

keterbatasan anggaran tetap 

dibantu karena sudah 9 tahun 

diusulkan. 

- Kami mencontoh provinsi lain 

yang sudah ada bantuan dari 

pemerintah pusat. 

- Jika ditolak, kami provinsi tidak 

bisa melakukan apa-apa. 

- Secara direktif belum juga ada 

arahan sehingga kami tolak 

terlebih dahulu 

- Kami saran melalui DAK saja 

sehingga dapat dilakukan di tahun 

2025 

 
BPIW 

- Dapat diusulkan melalui DAK 

2024, apakah bisa selesai di 

tahun 2024? 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

2 Penyiapan 
dan 
Pengembang
an 
Perhutanan 
Sosial 

2000  Ha  

KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

Diakomodir 

(Sesuai Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 
Menuju Net Zero Emission 

17 - Res iliensi Terhadap Bencana dan 
Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

3 21 - Peningkatan 

Kapasita SDM 

Satuan Polisi 

Pamongpraja 

melalui 

pelatihan Teknis 

termasuk dalam 

pelaksanaan 

tugas yang 

bernuansa Hak 

Asasi Manusia 

60  Orang   
010 - KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

03 - Perl indungan Sosial yang Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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4 22 - Pengadaan 

dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Ketenteraman, 

Ketertiban 

Umum dan 

Pelindungan 

Masyarakat 

1  Paket  
010 - KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 

Meningkat 
03 - Perl indungan Sosial yang Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

5 23 - Lanjutan 

Pembangunan 

Jalur KA. 

Makassar-

Parepare 

38,6 38,6 Km  
022 - KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

Diakomodir 

(dibahas lebih 

lanjut lewat 

TM) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 
05 - Penerapan Ekonomi Hijau 

Program Kegiatan KRO RO 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbagda Prov.  

- 

Kemenhub: 

- Memang sudah ada di Pagu 

kebutuhan, untuk di SPPI 

diusulkan kembali dan 

disampaikan di forum TM 

- Untuk yang muncul dalam 

SPPI bukan lintas tapi sarana 

pendukungnya. SPPI akan 

dibahas dalam TM (bukan 

jalur, tetapi sarana 

prasarana) 

- Penyesuaian nomenklatur 

berupa fasil itas pendukung 

KA 

Dit. Transport 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

6 24 - Penyediaan 

Angkutan Umum 

Jasa Angkutan 

Orang 

4 4 Koridor   

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 
Menuju Net Zero Emission 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  Kemenhub 

- Untuk kegiatan penyediakan 

kegiatan angkutan umum 

sudah diakomodir di tahun 

2024 

-  

Dit. Transport 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

7 25 - 

Pembangunan / 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelabuhan (Bira 

& Pattiro Bajo) 

455017  M3  
022 - KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

Ditolak 

(dengan DAK) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan 
Global 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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- Untuk meningkatkan zona 

ekonomi khusus, pelabuhan 

bajo menjadi pelabuhan 

pengumpan. 

- Tahun ini sudah melakukan 

proses untuk DED, AMDAL, 

dll.  

- Dana APBD sangat tidak 

memungkinkan untuk 

merawat pelabuhan ini  

- Untuk pesisir timur Indonesia 

kami tidak ada alternatif lain 

untuk jalur air. 

- Aset pelabuhan itu akan 

dibangun oleh pusat 

kemudian diberikan kepada 

provinsi kembali. 

- Kabupaten Bone saat ini 

sudah menjadi wilayah 

komoditas holtikultural. Kami 

berharap komoditas kami 

jadi unggulan, negara lain 

sudah meminta. Kami 

mengharap produk kami 

menjadi untuk ketahanan 

pangan untuk penyangga 

IKN. 

Kemenhub: 
- Aset Pelabuhan masih 

menjadi kewenangan daerah 

- Usulannya dapat melalui 

DAK, tetapi untuk lokasinya 

di Bappenas 

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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8 26 - Rehabilitasi 

Ballroom CCC 

Gedung Industri 

Kecil Menengah 

1  Paket  
019 - KEMENTERIAN 

PERINDUSTRIAN 

Ditolak 

(Diarahkan 

untuk DAK) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 
11 - Stabilitas Ekonomi Makro 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

9 27 - Peningkatan 

Populasi dan 

Produksi Hijauan 

Pakan Ternak 

1 1 Paket  
018 - KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Diakomodir 

dengan catatan 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivi tas 

Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Pertanian: 

- Proposal kami sudah 

mengupload sehingga kami 

harapkan diakomodir dengan 

catatan 

Kementan 

- Kami sudah koordinasikan, 

kegiatan ini kami ditolak 

karena meminta benih 

import masih ada bibit lokal. 

Dan ada beberapa RO  

- Perlu disampaikan dan 

diperbaiki kembali dalam hal 

proposal  

- Dapat diusulkan melalui e 

Proposal. Dan dapat dibahas 

dalam musrenbangnas 

kementan. 

- Usulan kami tampung 

dahulu, tapi tidak janji untuk 

dapat diakomodir 

- Usulan kami terima -> 

kegiatan ditolak 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

10 19 - Rehabilitasi 

Hutan dan Lahan 263255,68 263255,68 Ha  

029 - KEMENTERIAN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

Diakomodir 
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Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 

Menuju Net Zero Emission 

17 - Res iliensi Terhadap Bencana dan 

Perubahan Iklim 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

- Semua kawasan yang kami 

sarankan ada di dalam 

kawasan hutan 

- Kami sudah ada 579 Ha di 

dalam kawasan hutan 

 

KLKH 
- Perlu konfirmasi apakah di 

dalam apa di luar kawasan 

hutan 

- Kami bisa melakukannya 

tetapi perlu disesuaikan 

volumenya. 

- Untuk di luar kawasan kami 

dapat menyediakan bibitnya, 

dan juga melakukan melalui 

DAK  

- Kami perlu mendapatkan 

proposal yang sudah 

diperbaiki dari catatan 

rakortek kemarin 

Dit. KKSDA 
- Usulannya ada yang dialam 

kawasan dan diluar. Di dalam 

kawasan hutan kami sepakat, 

tetapi jika di luar kawasan 

dapat dilakukan DAK 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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11 34 - TPA 

REGIONAL 

MAMMINASATA 

& TPA Kab. Luwu 

103  Ha  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

12 30 - Penyediaan 

Jaringan Intra 

Pemerintah 

Daerah 

24  Kab-Kota  

059 - KEMENTERIAN 

KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA 
Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
03 - Kepemimpinan dan Pengaruh di 
Dunia Internasional Meningkat 

06 - Tranformasi Digital 
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Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

13 031 - 

Pengendalian 

banjir Sungai 

Saddang di Kab. 

Tana Toraja - 

Toraja Utara 

41161 

1100 (Volume 

disepkati dengan 

TM) 

M  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

(Dokling selesai 

maksimal 

bulan 30 juni 

2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 
Menuju Net Zero Emission 

15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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- Dokumen lingkungan untuk 

tahun 2024 bisa siap di toraja 

- Untuk di toraja utara perlu 

koordinasi kembali ->perlu 

dikejar agar tahun 2025 

fisiknya dapat dibangun 

- Meminta waktu untuk lebih 

lama 

BPIW 
- Dokling 3 bulanan, perlu 

konfirmasi dari SDA 

bappenas dapat 

- Saat konreg, dokling yang 

dapat dibahas yaitu KLUPL 

 

Dirjen SDA PUPR 
- Untuk desainnya sudah 

pernah ada, perlu dokling 

- Sudah masuk di program 

kami untuk dokling di tahun 

2025 

- Untuk fisiknya di tahun 2026 

- Yang menyusun dokling dari 

Pemda 

Dit. SDA 
- Perlu konfirmasi untuk 

tanggul dan panjangnya 

berapa. 

- Perlu menuntaskan dokling 

terlebih dahulu, dapat 

diselesaikan tahun ini 

sehingga tahun depan dapat 

dikonstruksi  

 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

14 032 - 

Pembangunan 

Jalan Bypass 

Maminasata 

5000 5000 M  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

- Kami usulkan lanjutan 

pembangunan dari tahun 

sebelumnya. Kami ada target 

13,5 Km untuk tahun 2025 5 

Km 

- Yang sudah bebas kami 

masukan dalam usulan 

fisiknya 

BBPJN SulSel  

- Sesuai arahan direktif 

presiden, diusulkan untuk 

segmen 3 dan 4 

(9,8Km)karena segmen 1 dan 

2 akan sudah dilaksanakan 

dari tahun 2022-2024. 

-  

BPIW 
- Tahun 2023 dan 2024 

sebesar 3,9 Km 

- Kami perlu ada pembebasan 

lahan 

- Terkait pembangunannya 

ada yang sudah bebas lahan 

dan ada yang belum bebas 

lahan, kami sudah kirim surat 

untuk pembebasannya di 

tahun 2024 agar tahun 

depan ada SBSN. 

 
Bina Marga 

- Ada lahan yang bebas dan 

belum bebas dan kami 

ajukan di tahun depan 

-  

Dit. Transport 
- Sebelumnya sudah ada 

pembangunan di segmen 1 

dan 2, dan nomenklaturnya 

bisa berubah menjadi 

penyiapan pembangunan 

- Terkait pembebasan lahan 97 

miliar dan kontruksinya 

sekitar 300 miliar 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

15 31 - 

Pengembangan 
13  Lokasi   

032 - KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN Ditolak 

(menunggu 

kepastian Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 
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kampung 

nelayan modern 
02 - Transformasi Ekonomi 

02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 
kalamo, atau 

DAK) 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas KP: 
- Pengembangan kampung 

nelayan menjadi program 

gubernur, mengingat profesi 

nelayan terdampak 

kemiskinan 

- Ini merupakan program 

pengganti, proposal sudah 

ada 3 yang di berikan kepada 

kementerian. Kampung 

nelayan moderen di takalar 

- Kami usulkan di Desa Debak 

kepada kementerian 

- Dalam juknis itu, sekitar 

pelabuhan direkomendasikan 

untuk kampung nelayan 

moderen ada 2 lokasi di 

bantaeng dan desa mirea. 

- Yang sudah siapkan SK 

ditetapkan oleh Kepala Desa, 

surat usulan, dan layout 

kampung 

DJPT 
- Arahan pimpinan -> untuk 

sementara untuk kampung 

nelayan moderen, tidak 

dapat kami akomodir karena 

penetapannya ditentukan di 

pertemuan lintas eselon 1 

- Ada 2 program, program 

kampung nelayan maju, 

kalau dari daerah kampung 

nelayan moderen untuk 

program itu baru 2 tahun 

berjalan. Program tersebut 

merupakan program 

percontohan dan 

perkembangan dari kampung 

nelayan maju. Sudah ada tim 

Khusus untuk peletakan 

lokasinya. 

- Di akhir tahun ada tim untuk 

identifikasi lokasi 

Dit. KP 
- Kami sepakat dengan K/L 

untuk dapat ditolak 

- Namun, jika nanti ada 

kebijakan khusus, dinas KP 

dapat disarankan terus. 
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- Bisa dapat diakomodir 

dengan syarat -> menunggu 

kebijakan  

- Nomenklatur jika diganti 

dengan program nelayan/ 

nelayan maju saja agar DAK 

tahun 2025 bisa diakomodir  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

16 033 - 

Peningkatan 

Kapasitas 

Sumber Daya 

Manusia Polisi 

Pamong Praja 

dan Satlimnas 

dalam 

mendukung 

pencapaian 

Standar 

Pelayanan 

Minimal (SPM) 

Sub Urusan 

Ketenteraman, 

Ketertiban 

Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

39094 
557 (disesuaikan 

di TM) 
Orang  

010 - KEMENTERIAN 

DALAM NEGERI 

Diakomodir 

(dengan 

penyesuaian 

nomenkaltur 

menjadi 

pembinaan 

asistensi  dan 

pemerintahan 

dasar ) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

03 - Transformasi Tata Kelola 
04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

03 - Perl indungan Sosial yang Adaptif 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan 
- Kami menyelenggarakan 

SPM, dimana urusan SPM 

salah satunya ada 

peningkatan kapasitas SDM. 

Kami sudah lama tidak 

mendapat pelatihan sehingga 

kami perlu diklat dasar.  

Kemendagri: 
- Terkait dengan kegiatan ini 

belum ada dan tidak dapat 

diakomodir oleh 

kementerian dalam negeri  

- Apabila tidak bisa 

diakomodir, satpol pp dapat 

bersurat kepada kemendagri  

Dit. PD 
- Untuk usulan ini kami terima 

di rakortekrenbang. 

- Berdasarkan BA dilimpahkan 

kepada pemerintah daerah 

serta sudah ditagging dalam 

sub kegiatan asistensi dan 

kegiatan lainnya di provinsi 
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 
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- Kebutuhan ada 557 orang 

yang belum diklat dasar 

- Untuk urusan standarisasi di 

pemerintah pusat dan ada 

kerja sama antara 

kemendagri  

- Untuk bimtek dasar bisa 

kepada BBPSDM harus 

langung dari pemerintah 

provinsi kepada kemendagri. 

- Untuk kegiatan yang sifatnya 

spesifik tidak ada kegiatan. 

- Kuota terbatas, sehingga 

perlu disaring lagi untuk per 

provinsi  

- Untuk dukungan saat ini 

sudah tidak ada, sehingga 

dapat dilakukan pembinaan 

dan asistensi (pembinaan 

dalam mutu anggaran) 

- Mekanisme diklat dasar 

mekanismenya berbeda dan 

terbatas. 

- Diklat ini diserahkan kepada 

daerah 

- Dapat merubah nomenklatur 

untuk asistensi dasar kepada 

BBPSDM 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

17 034 - 

Pengembangan 

& Rehabilitasi 

Daerah irigasi 

Kalaena Kab. 

Luwu Timur 

47626 3000 M  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

(maksimal 30 

Juni 2024, 

harus ada 

dokling) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
-  -  Dit. SDA 

- Dari Konreg RC sudah siap, 

tetapi belum masuk SPBI. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

18 36 - Kawasan 

Cabe 
3 3 Kabupaten Kab. Pinrang, Kab. 

Luwu,  Kab. Sinjai 

018 - KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 
Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Pertanian 
- Kawasan pertanian cabai 

terdapat di tiga lokasi, yaitu 

Pinrang dengan luas 80 

hektar, Sinjai dengan luas 20 

hektar, dan Luwu dengan 

luas 40 hektar. 

Kementan 
- Daerah mengusulkan sarpras 

pasca panen. Untuk  cabai ini 

dapat kami akomodir dan 

volume dan lokasi dapat 

dibahas lebih lanjut dibahas 

dalam TM 

 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

19 10 - 

Pengembangan 

Jaringan Irigasi 

4651,46 3000 Ha Kab. Luwu Timur 
018 - KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Pertanian 
- Terkait jaringan irigasi 

tersier, sudah ada dokumen 

dengan DEDnya sudah 

lengkap. 

Kementan 
- Masih dalam pembahasan 

dan akan dibahas lebih lanjut 

dalam TM 

- Untuk lokasi akan 

menyesuaikan XXX 

- Bisa diajukan dengan aplikasi 

bima untuk RC dan lain-lain 

Dit. Pangan  
- Ada catatan, ada 

kemungkinan untuk di DAK 

an lagi di tahun 2025. Jika 

DAK dibuka usulan akan 

diutama untuk irigasi DAK 

- Kesiapan dapat dilengkapi 

untuk persyaratan untuk 

penilaian di tahap 

selanjutnya 

- Untuk RO sepertinya sudah 

ada untuk 2025. 

- Nomenklaturnya perlu 

disesuaikan kembali dan 

volume serta anggaran akan 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
mengikuti kebijakan 

selanjutnya 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

20 02 - Peningkatan 

Kualitas Produk 

Perikanan 

melalui 

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Laboratorium 

1  Paket  
032 - KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 
Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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21 03 - Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana  BBI 

9 1 (UPT Takalar) Unit BBI  
032 - KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Diakomodir 

 

 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbagda Provinsi Sulawesi 

Selatan :  

- Program ini digunakan untuk 

mencegah stunting, kemiskinan, 

inflasi, dan ditujukan kepada 13 

kab/kota untuk mendukung 

produksi ikan yang berkualitas 

- Jika diakomodir 1, maka sisanya 

dimasukan dalam DAK 

Kementerian KP 

- Diakomodir  

Dit. KKP 

- Diakomodir di UPT Takalar dengan 

skema PHLN untuk proyek on 

going 

- Untuk PHLN hanya bisa untuk UPT 

Takalar. Usulan yang diarahkan ke 

DAK ditolak. 

- Untuk usulan DAK belum ada arah 

kebijakan sehingga tematiknya 

belum bisa diakomodir atau tidak 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

22 04 - 

Pembangunan 

Infrastruktur 

5  
Giga Watt 

(GW) 
 

020 - KEMENTERIAN 

ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 
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Ketenagalistrika

n 
Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional Rakortekrenba

ng 2024) 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

23 05 - 

Pembangunan 

Sarana 

Pengelolaan 

Rumah Produksi 

Bersama 

komoditi garam 

Terpadu 

1 1 Paket  

044 - KEMENTERIAN 

KOPERASI DAN USAHA 

KECIL DAN MENENGAH 

Diakomodir 

dengan catatan 

ganti 

komoditas 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 
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PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 
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Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Koperasi  
- Untuk evaluasinya sudah ada 

tinjauan langsung dari kemen 

koperasi juga, kami usulkan 

lokasi ini karena di pangkep 

merupakan zona utara, untuk 

lokasi ini di selatan dan 

sudah ditetapkan sebagai 

produksi garam. Kemudian 

juga ada tandon yang luasnya 

sebesar 129 Ha. Sehingga 

jenekponto dapat 

direkomendasikan (sebagai 

sentra garam di selatan). 

Dengan adanya IKN sulsel 

jadi penyangga. Sehingga 

dapat mensupply volume 

yang besar untuk IKN 

- Kami bisa diberi waktu untuk 

mempersiapkan evaluasi. 

Salah satu alternatif dari 

kementerian lain 

memberikan gudang dan 

kami sudah menyediakan 

lahan 3 Ha 

- Untuk penyediaan hanya 

peralatan saja belum cukup, 

karena kami butuh 

gudangnya dan juga 

Kemen Koperasi  
- Kami tolak karena sulsel 

tahun 2023 mendapat 

komoditas garam juga. 

Namun, hasil  evaluasinya 

belum dapat.  

- Terkait dengan fasil itasi 

bantuan di tahun 2025, 

kemungkinan tidak bisa 

diakomodir di komoditas 

yang sama yaitu garam. Jika 

mengusulkan alat atau 

fasil itas untuk garam cukup 

berat. Kecuali jika ada usulan 

komoditas lainnya 

- Jika memang terdapat jarak 

yang terlalu jauh antara 2 

komoditas yang sama, kami 

dapat memberikan peralatan 

dengan catatan 

- Pelaksaan di tahun 2023, 

tetapi kami tidak mendapat 

informasi terkait lokasi ini 

- Kami bisa menyarankan 

untuk komoditasnya tidak 

sama 

- Tahun depan kami tidak 

membangun fisik berupa 

Dit. PUKMK 
- Sudah terdapat usulan 

serupa dan ada realisasinya 

di tahun 2024. Namun, jika 

ada kendala jarak dapat 

diusulkan proposal terkait 

sarpras. Pelu ada evaluasinya 

terlebih dahulu dari program 

sebelumnya. 

- Jadi untuk peralatan saja 

dapat diakomodir, untuk 

pengadaan belum bisa 
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kawasannya serta 

teknologinya 

- Produksi garam cukup tinggi 

dan perlu gudang karena 

volumenya besar. Kadar 

garam akan kami tingkatkan 

dengan teknologi sebagai 

penyangga IKN, dan garam 

ini dapat bermanfaat untuk 

ekspor. 

- Harapan kita terkait hal ini 

ekonomi dapat meningkat. 

Karena penduduk miskinnya 

tertinggi di sulawesi selatan. 

- Kemarin kami sudah 

diberikan janji diberikan 

peralatan yang bekas. 

- Jika, komoditasnya beda 

dapat merekomendasikan 

cabe 

- Ada rumah produksi 

cabe/bawang yang memiliki 

potensi cukup besar  

- Jika terkait garam, kami 

koperasi sudah siap dan 

cabai kamu juga ada itu 

bangunan, tetapi lebih 

kepada peralatan. 

- Untuk komoditas lain kami 

bisa menyediakan fasilitas 

untuk bawang karena cabai 

ada di sumatera utara. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 
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24 06 - 

Pembangunan 

Instalasi 

Pengolahan 

Lumpur Tinja 

(IPLT) di Kab. 

Pangkep, Kab. 

Luwu Utara, 

Kab. Bone & 

Kab. Luwu 

4 2 Unit  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

(Luwu dan 

Pangkep) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi 
05 - Intensitas Emisi GRK Menurun 
Menuju Net Zero Emission 

15 - Lingkungan Hidup Berkualitas 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas SDA 
- Untuk luwu utara berkaitan 

dengan kesiapan lahan. 

Meskipun belum 

direkomendasikan tetapi 

dapat menjadi contoh untuk 

daerah lain dalam prioritas. 

-  

CK 
- Sudah dibahas di rakortek 

dan dibangun adalah di IPLT 

luwu dan pangkep 

kepulauan. Dan untuk Kab 

Luwu utara RC belum siap. 

Untuk Bone belum siap 

untuk DED. 

- Diakomodir yang sudah siap 

di Luwu dan pangkep 

Dit. Perkim 
- Untuk usulan ini sudah 

diakomir hanya untuk luwu 

dan pangkep dan usulannya 

dapat dibuat untuk per 

kabupaten saat dirakortek 

- Dari Dinas CK meyebutkan 

hal yang berbeda dengan 

fungsinya. Untuk 

pembangunan IPLT perlu 

dicatat juga jika IPLT bisa 

berguna ada tanki Septicnya. 

Ada miss dalam truck tinja 

sehingga perlu diadakan. 

Regulasi dan lembaga 

pengelola juga perlu 

diperhatikan 
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- Perlu diubah 

nomenklaturnya dan ditahun 

kedepannya dapat diperbaiki  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

25 07 - Penanganan 

Kawasan Kumuh 

di Kab. 

Bulukumba, 

Kab. Wajo & 

Kab. Maros 

94,97 
15,6 Bulukumba 

34 Wajo 
Ha  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

01 - Transformasi Sosial 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbagda Provinsi Sulawesi 

Selatan 
- Kami berharap dapat di 

kabupaten maros juga 

karena sering terjadi banjir 

- Maros masuk dalam kategori 

3, dan wajo bulukumba 

kategori 2 

BIPW – Riska 

- Disepalkati untuk fokus di 

bulukumba dan wajo 

disepakati untuk kegiatan 

baru. 

 

Dit. Perkim 

- Di rakortek belum terupdte 

untuk luasan kawasan 

kumuh. Perlu dipastikan 

dalam satu hamparan yang 

terhubung 

- Untuk Maros jika memang 

belum bisa dikaomodir, kami 
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mengusulkan ke DAK PPKT 

yang sedang bergilir 

peminatnya. Di breakdown 

SKU nya untuk dijadikan 

kewenangan kepada 

kabupaten untuk dapat 

ditangani oleh DAK PPKT 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

25 08 - Gelar 

Pangan Murah 
300 10 Kali   

125 - BADAN PANGAN 

NASIONAL 

Diakomodir 

(perlu 

penyesuaian 

volume di TM) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

11 - Stabilitas Ekonomi Makro 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

 Badan pangan nasional 
- untuk gelar pangan murah 

dialokasikan melalui dana 

dekon di seluruh pemprov, 

khususnya pada ro 

"koordinasi - karena pagu 

terbatas, untuk alokasinya 

Dit. Pangan 
- Untuk tugas dan fungsi seta 

kewenangan pegelaran 

pangan bukan tugas kami, 

tetapi masuk ke dalam badan 

pangan nasional, kemudian 

izin konfirmasi apakah tugas 
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tidak sebanyak yang diajukan. 

Namun, untuk alokasi setiap 

provinsi tersedia - Volume 

berdasarkan pagu indikatif 

sebanyak 10 kali, 

kemungkinan berubah 

kembali saat TM 

ini sudah sesuai dengna 

tugas di masing-masing 

kementertian terkait 

- Kami alokasikan melaui dana 

dekon di 8 provinsi, dengan 

RO koordinasi. Pagu kami 

terbatas, alokasi tidak akan 

sebanyak dengan volume 

usulan, tetapi untuk semua 

provinsi bisa 

- Untuk volume ada 

kemungkinan akan berubah 

menjadi 10 (sebelum TM). 

Dan masih berupa indikatif 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

27 09 - Kampung 

Hortikultura 

(Sayuran dan 

Tanaman Obat, 

Buah dan 

Florikultura) 

14  Kabupaten  
018 - KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Ditolak (Sesuai 

Catatan 

Rakortekrenba

ng 2024) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 

Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 

Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 
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-  -  -  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

28 01 - 

Pembangunan/R

ehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pelabuhan 

7  Unit PPI  
032 - KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Ditolak 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 
Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Dinas Perhubungan 
- Ini sangat penting karena 

sulawesi selatan produksi 

ikan laut tetapi tidak 

terdukung oleh pelabuhan 

yang standart. Ada beberapa 

pelabuhan yang perlu 

perhatian yaitu palopo. 

- Untuk pembangunan 

pelabuhan di tahun depan, 

kami sudah memenuhi 

program penangkapan ikan.  

- Ada beberapa indikator yang 

akan menjadi bahan 

pendukung di tahun 2025 

Dit. KP 
- Kami setuju usulan ditolak 

dan juga dapat masuk dalam 

DAK saja dan termasuk 

dalam pelabuhan yang 

dibangun oleh daerah. Untuk 

koordinatnya bisa dijelaskan 

oleh daerah, serta informasi 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
- Sulawesi selatan sebagai 

penyangga IKN kami serius 

untuk perikanan, kami sudah 

menyiapkan rumah ikan 

(selat makasar, teluk 

bonel,dll). Jika kita tidak 

disapkan TPIK tidak bisa 

mendukung IKN.  

- 9 pelabuhan pengumpan 

diserahkan dari pemerintah 

pusat. Dalam masa transisi 

tersebut kami berharap 

dibatu dulu oleh pemerintah 

pusat hingga menunggu DAK 

- Jika ingin dibahas di DAK, hal 

apa saja yang dapat kami 

siapkan 

- Di Sulawesi Selatan masih 

disiapkan untuk pelabuhan 

perintis. 

- Untuk persiapan DAK, dapat 

masuk dalam list RIPPN. 

Kemudian kesiapan fs, lahan, 

dan aset. 

kebutuhan pembangunannya 

apa saja 

-  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

29 11 - Festival 

Budaya 

Nusantara Tana 

Ogi 

1  Kegiatan  

023 - KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN, 

KEBUDAYAAN, RISET, DAN 

TEKNOLOGI 

Ditolak Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

- Itu kami sudah upload di 

krisna untuk bukti uploadnya 

- Adanya penurunan indesks 

kebudayaan sulawesi selatan 

sehingga dapat dilakukan 

- Kami upload proposal di 

krisna bukan di Dana 

Indonesiana. 

- Kami sudah mau upload 

kepada Dana Indonesiana 

tetapi tidak ada menunya. 

Kemendikbud 

- Untuk sektornya ada di APK 

- Catatan sementara, sudah 

ada proposalnya sementara 

minta konfirmasi untuk 

upload di websitenya 

- Dapat ditolak dulu, bisa 

koordinasi dengan balai 

pelestarian kebudayaan di 

kantor wilayah 

Dit. IPEK 

- Karena sebelumnya bukan 

mitra dari kami, kami baru 

mengetahui juga 

 Dit. APK 
- Kami sepakat dengan catatan 

dengan kemendikbud. 

- Dapat diusulkan di Dana 

Indonesiana, setelah itu akan 

di proses 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

30 12 - Perluasan 

Tebu 
16 16 Kelompok  

018 - KEMENTERIAN 

PERTANIAN 

Diakomodir 

(proposal 

dilengkapi) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

16 - Berketahanan Energi, Air, dan 
Kemandirian Pangan 

Program Kegiatan KRO RO 

    



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

 Kementan 
- Ada dalam hasil rakortek 

kemarin, akan menyesuaikan 

dengan hasil  TM kami karena 

terkait pengurangan 

anggaran dan akan 

menyesuaikan volume dan 

apakah dari daerah sudah 

ada porposal di aplikasi 

bima? 

-  

Dit. Pangan 
- Kami sudah dapat 

mengakomodir dan RO 

sudah ada, dimana 

nomenklatur RO adalah 

kawasan Tebu 

- Ada beberapa hal yang sudah 

terbaca di dokumen proposal 

sehingga dapat lebih mudah 

dibaca 

- Mohon untuk seluruh 

dokumen pendukung dan RC 

dapat dilengkapi  

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

31 13 - Pelaksanaan 

Preservasi dan 

Peningkatan 

Kapasitas Jalan 

Nasional / OM 

Prasarana 

Bidang 

Konektivitas 

Darat (Jalan) / 

Penanganan 

Drainase, 

3,5 3,5 Km  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
Trotoar, dan 

Fasilitas 

Keselamatan 

Jalan / 

Penanganan 

Drainase Jalan 

dalam Kota 

Makassar 

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbagda Prov. Sulawesi Selatan 
- Untuk yang dalam makassar 

kami diinfo untuk setiap 

hujan tergenang karena 

drainasenya tidak aja 

-  Dit. Transportasi  
- Disepakati dengan catatan 

ketersediaan anggaran dan 

hasil  studi balai 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

32 14 - Pelaksanaan 

Preservasi dan 

Peningkatan 

Kapasitas Jalan 

Nasional / OM 

Prasarana 

Bidang 

Konektivitas 

Darat (Jalan) / 

Pelebaran Jalan 

Menuju Standar  

/ Pelebaran 

Jalan menuju 

standar ruas 

5 3 Km  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

(dengan 

catatan) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 

Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 

Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
jalan Tarengge - 

Malili 

Bappelitbangda Prov. Sulawesi 
Selatan 

- Lahan sudah siap 

- Lahan dapat koordinasi 

dengan kabupaten luwu 

timur 

- Perlu ada pelebaran jalan 

karena masih 4 meter 

- Kami memprioritaskan ini 

sepanjang 3 kilo untuk 

pelebaran jalan karena 

rawan kecelakaan 

 

Balai jalan Sulsel 
- Perlu cek lahan untuk sulsel, 

desain sudah siap. 

- Untuk RC dapat dibantu oleh 

bina marga provinsi. Perlu 

ada ditanyakan kesiapannya 

- Kami usulkan kepada 

direktorat preservasi terlebih 

dahulu 

Bina Marga-PUPR 
- Dapat dilakukan penyiapan 

lahan terlebih dahulu 

- SBPI anggarannya terpotong 

50%, dan jika sudah siap 

lahannya dapat konfirmasi 

dengan pemda. Secara 

program dapat diakomodir 

untuk target dapat 

menyesuaikan anggaran 

BPIW 
- Saat konrek kelayakan jalan 

sudah baik 

- Load angkutan masih 

cenderung rendah 

- Dimensi kendaraan yang 

lewat masih kendaraan 

berat. Untuk VCR masih kecil  

- Perlu difokuskan pada titik 

yang rawan kecelakaan saja. 

Dit. Transportasi  
- Jika kesiapan sudah siap kami 

dapat diusulkan 

- Di tahun 2025 dapat 

disepakati untuk 

penyepakatan RC 

- Sudah masuk indiaksi 

program SBSN, tetapi 

anggarannya dipotong 50%. 

Dan kami memilah lagi 

program prioritasnya, 

- Untuk pengerjaan pada spot-

spot tertentu apakah di 

pelebaran jalan atau hanya 

preservasi saja 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
- Belum masuk dalam SBSN, 

kami perlu exercise dulu ke 

dalam program 

- Dapat diprioritaskan pada 

spot-spot tertentu saja. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

33 15 - Pelaksanaan 

Preservasi dan 

Peningkatan 

Kapasitas Jalan 

Nasional / OM 

Prasarana 

Bidang 

Konektivitas 

Darat (Jalan) / 

Preservasi 

Rekonstruksi, 

Rehabilitasi 

Jalan / 

Preservasi Jalan 

Ruas Palopo - 

Masamba 

10 10 km  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 
02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan 
Menurunnya Ketimpangan 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

-   
Balai Jalan Sulsel 

- Diakomodir  

Dit. Transportasi  
- Diakomodir 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

34 16 - Festival 

Geopark Maros 

Pangkep 1 1 Kegiatan  

040 - KEMENTERIAN 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF/BADAN 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

04 - Iptek, Inovasi dan Produktivi tas 
Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

 Kemnparekraf 
- Ada program lain yang 

bersifat kurasi, dan masing-

masing provinsi akan 

mengusulkan dalam acara 

tersebut 

- Usulan dari temen sulawesi,  

tidak perlu merubah 

nomenklatur 

Dit. IPEK 
- Dapat direkomendasikan dan 

dapat disupport oleh event 

nusantara 

No Usulan Volume Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 



NOTULENSI 

PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024 

PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

Usulan Kesepakatan 
Hasil 

Kesepakatan 

35 17 - Penguatan 

Jejaring Desa 

Wisata 1 1 Wilayah  

040 - KEMENTERIAN 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF/BADAN 

PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF 
Diakomodir (1. 

Hanya 

mengusulkan 

desa 

pemenang 

anugrah desa 

wisata; 2. 

Menunggu 

arahan RPJMN; 

3. 

Menyesuaikan 

volume dengan 

TM; 4. Perlu 

berkoordinasi 

dengan Deputi 

bidang 

destinasi dan 

infrastrukur) 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara 
Maju 

08 - Perkotaan sebagai Pusat 
Pertumbuhan Ekonomi 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda Prov. Sulawesi 
Selatan 

- Ada beberapa kegiatan yang 

lintas RO sudah kami 

sesuaikan, kami sudah 

perbaikan proposal dan kami 

angkat SDM pariwisata untuk 

desa wisata 

- Penghargaan untuk desa 

wisata Indonesia sulawesi 

selatan mendapatkan 

Kemenparekraf 
- Untuk pengusulan lokus 

sudah disebutkan untuk desa 

yang memenangkan 4 

kategori tersebut 

- Kebutuhan pengembangan 

SDM perlu dilengkapi 

informasinya, kebutuhan 

pelatihan apa, jumlah 

peserta yang perlu dilatih, 

dll. 

Dit. IPEK 
- Dapat diakomodir dengan RO 

peningkatan SDM desa 

wisata. Untuk detail lokusnya 

dapat dijelaskan oleh 

kemenparekraf 



NOTULENSI 
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penghargaan sebanyak 4 

kategori. 

- Untuk proposal sudah kami 

siapkan 

- Penetapan lokus desa wisata 

sudah jelas karena sudah 

masuk dalam anugerah desa 

wisata 

- Kami sedang menunggu 

peruntukan kedepan karena 

ada penyesuaian di tahun 

depan  

- Perlu adanya konsultasi 

dalam proposal  

- Bisa berkabar dan koordinasi 

dengan Dir. Tata kelola 

destinasi  

- Untuk SDM deputi bidang 

Sumber daya dan 

kelembagaan 

(kemenparekraf) -> dapat 

dikirimkan sebelum juni 

sebelum TM. 

No Usulan 
Volume 

Satuan Lokasi Kab/Kota Kementerian/Lembaga 
Hasil 

Kesepakatan Usulan Kesepakatan 

36 18 - 

Pembangunan 

Stadion Sudiang 

1 1 Paket  

033 - KEMENTERIAN 

PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Diakomodir 

Agenda Pembangunan Sasaran Visi Arah Pembangunan Nasional 

02 - Transformasi Ekonomi 04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia 
Meningkat 

01 - Kesehatan untuk Semua 

Program Kegiatan KRO RO 

    

Catatan dan Tanggapan 



NOTULENSI 
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3. REKAPITULASI 

 

HASIL KESEPAKATAN TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN 

Diakomodir 23 

Pemerintah Daerah Kementerian Lembaga Direktorat Sektor Bappenas 

Bappelitbangda Prov. Sulawesi 

Selatan 
- Kami sudah siap Rcnya, kami 

berharap agustus sudah 

dieksekusi dan juli  sudah 

dapat selesai  

- Kami sudah melakukan 

koordinasi dengan PUPR di 

Makassar. Untuk konfirmasi 

untuk DED dari PUPR. Untuk 

AMDAL dan AMDALALIN 

kami sudah persiapkan. 

- Untuk DED dan pengawasan 

konstruksi -> PUPR 

- Untuk AMDAL dan 

AMDALALIN -> APBD Provinsi 

Cipta Karya 

- Akan perlu bantuan untuk RC 

seperti DED, AMDAL, 

AMDALALIN 

 
BPIW 

- Pada saat konrek kemarin, 

kami sudah dapat surat dari 

kemenpora 
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Ditolak 13 

Tidak Terbahas 0 

 


